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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

No : 54/Pdt.P/2020/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili  perkara

perdata  permohonan  telah  menetapkan  sebagai  berikut  di  bawah  ini  dalam

perkara permohonan :

ALFIANI, Tempat tanggal lahir, Bulukumba, 15 Februari 1997, Jenis Kelamin

Perempuan,  Kebangsaan  Indonesia,  Agama  Islam,  status  kawin,

Pekerjaan  mengurus  Rumah  Tangga,  Kebangsaan  Indonesia,

bertempat  tinggal  di  Jalan  Sultan  Hasanuddin  Kel.  Bintarore  Kec.

Ujung Bulu Kab. Bulukumba 

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut setelah :

Setelah mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  mengajukan  Surat  Permohonan

tertanggal 28 Januari  2020  yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bulukumba tanggal 28 Januari 2020 di bawah register Nomor : 54/Pdt.P/2020/

PN.BLK, yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa pemohon bernama ALFIANI, lahir di Bulukumba pada tanggal 15

Februari  1997,dan  nama  ayah  HARFIN  berdasarkan  Kutipan  Akta

Kelahiran  Nomor  :  7302-LT-09122019-0015,  yang  dikeluarkan  oleh

pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab. Bulukumba

tanggal 19 Desember 2019
 Bahwa nama orang tua pemohon yang sebenarnya dengan nama yang

tertulis dengan nama yang tertulis di dalam kutipan Akta Kelahiran dan

Kartu Keluarga;
 Bahwa nama orang tua pemohon yang sebenarnya yaitu  ALIMUDDIN

BIN  JUMAKKARA  sebagaimana  yang  tertulis  pada  Akte  Cerai  No.

86/AC/2002/PA. - BLK.
 Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama orang tua pemohon

pada  kutipan  Akta  kelahiran  yaitu  nama  HARFIN  di  ubah  menjadi

ALIMUDDIN BIN JUMAKKARA dan pada kutipan Kartu Keluarga yaitu

nama HARFIN di ubah menjadi ALIMUDDIN BIN JUMAKKARA.
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Disclaimer
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon tersebut, pemohon

memerlukan  penetapan  dari  Pengadilan  Negeri  Bulukumba  sebagai

dasar  pada  Kantor  Dinas  kependudukan  dan  Catatan  Sipil  untuk

melakukan perubahan

Berdasarkan  alasan-alasan  pemohon tersebut  diatas,  maka  pemohon

memohon  kiranya  Pengadilan  berkenan  memberikan  penetapan  sebagai

berikut :

 Mengabulkan permohonan pemohon;
 Menetapkan  nama  orang  tua  pemohon  HARFIN  diubah  menjadi

ALIMUDDIN  BIN  JUMAKKARA pada  kutipan  Akta  Kelahiran,  dan

nama orang tua pemohon HARFIN diubah menjadi ALIMUDDIN BIN

JUMAKKARA pada kutipan Kartu Keluarga;
 Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil

kabupaten bulukumba untuk melakukan perubahan nama orang tua

pemohon untuk  dicatatkan dan di  daftar  sesuai  dengan ketentuan

perundang-undangan;
 Membebankan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon

tidak  hadir dipersidangan ;

Menimbang,  bahwa  setelah  Hakim  memeriksa  relas  panggilan   (e-

Sommons) No. 54/Pdt.P/2020/ PN.BLK  tanggal 29 Januari 2020 yang ditujukan

kepada Pemohon ternyata Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa  maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti yang

diuraikan didalam surat permohonan;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  tidak  hadir  dipersidangan  pada  hari

yang telah ditentukan dan juga tidak mengirim kuasanya yang sah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  di  atas,  Hakim  berpendapat,

Pemohon  telah  dipanggil  secara  sah  dan  patut  untuk  menghadap  dalam

persidangan  yang  telah  ditentukan  akan  tetapi  tidak  hadir  dan  juga  tidak

mengirimkan  kuasanya  yang  sah  sehingga  Hakim  berkesimpulan  Pemohon

tidak sungguh-sungguh atau tidak serius dalam mengajukan permohonannya;  

Menimbang,  bahwa  untuk  menjamin  kepastian  hukum  dan

penyelesaikan  persidangan  didalam  perkara  permohonan  ini  maka  Hakim

mempertimbangkan untuk memutus perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg. Bahwa apabila pada

hari sidang pertama Penggugat/ Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.iddengan  patut  dan  juga  tidak  mengirim  kuasanya  yang  sah  datang  maka

gugatan/permohonan dapat digugurkan ;   

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Permohonan  dari  Pemohon  akan

digugurkan maka berdasarkan Pasal 148 Rbg. Pemohon dapat dihukum untuk

membayar  biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini ;

Mengingat peraturan Hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;

2. Menghukum  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar

Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian  ditetapkan  pada  hari   Senin  tanggal  3  Februari  2020,  oleh

Nursinah,  SH.,  MH.,  sebagai  Hakim  Tunggal,  penetapan  tersebut  telah

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abidin, SH Panitera  Pengganti

pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan tanpa dihadiri Pemohon.

        Panitera Pengganti,                                                              Hakim,

Ttd.     Ttd.

    Abidin, SH.                                                          Nursinah, SH. MH

       

Perincian b  iaya – biaya :

-    Pendaftaran permohonan Rp.   30.000,-

- Biaya ATK Rp.   50.000,-

- Materai Rp.     6.000,-

- Redaksi                                                            Rp.  10.000,- +  

J u m l a h                        Rp.  96.000,- (sembilan  puluh  enam

Pribu rupiah)
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